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RINGKASAN

Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan
beragam yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat
Minangkabau. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak matrilineal ini
berfalsafahkan adat “basandi syara dan syara basandi kitabullah” terus mengalami
dinamika.Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kota Pariaman,
daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah
heterogen.Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam
perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan
hukum warisnya, ada yang menerapkan hukum waris adat, dan hukum waris Islam atau
hukum waris perdata. Maka masalah yang diteliti adalah mengapa penyelesaian masalah
kewarisan masih menggunakan hukum adat setempat di Nagari Tapakis, kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Secara khusus
diteliti: pertama, bagaimana manfaat serta kerugian yang menyebabkan masyarakat
Minangkabau lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa
waris, kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasalahan penyelesaian
sengketa waris yang dilakukan di Pengadilan Agama, ketiga, Bagaimana upaya mengatasi
hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan warisan dalam lingkungan
masyarakat di Minangkabau. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan dan peranan hukum adat dalam menyelesaikan kewarisan di Nagari Tapakis,
dan untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan
kewarisan dalam lingkungan masyarakat di Nagari Tapakis, dan upaya mengatasinya, serta
untuk mengetahui tentang manfaat serta kerugian dari penyelesaian warisan dengan
menggunakan hukum adat (pemangku adat) dalam lingkungan masyarakat minangkabau di
Nagari Tapakis. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas penulis melaksanakan
penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (sociolegal research) yang bersifat
deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik
pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan observasi yaitu mengumpulkan
data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian berupa menyebarkan angket kepada
masyarakat di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,
Propinsi Sumatera Barat, selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya
jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat dilingkungan wakil
Nagari Tapakis di Pariaman dan Pemangku Adat setempat. Sedangkan pengolahan dan
analisis data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Pusaka Kewarisan, Masyarakat Minangkabau, Hukum Adat, Nagari Ulakan
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PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan apabila kita melihat kewarisan Islam secara mendasar
merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati
keberadaannya.Hukum kewarisan Islam merupakan manifes dari rangkaian teks dokumen
suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagaimana
fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Suatu fakta yang tak dapat di
pungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis,
konkrit, dan realitis, di samping bukan untuk sekedar merespons problem hukum di zaman
refleksinya mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang
sesungguhnya tanpa adanya berbagai interpretasi.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang
mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal
dunia”. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi, kemudian
Qiyas (perumpamaan) dan Ijma’ (kesamaan pendapat). Pada umumnya di masyarakat,
kewarisan seringkali menjadi masalah. Biasanya masalah kewarisan diselesaikan sendiri
olen orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya.
Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling
banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara
musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam, walaupun
sifatnya ijbari tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli
waris. Kecuali bila terjadi persngketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka
menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, meskipun ada juga para ahli waris yang
tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan keahliwarisannya serta bagiannya
masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut
penyelesaian non litigasi.

Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik adalah persoalan
mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Munculnya teori receptio in complexu,
teori Receptie, dan receptio a contrario — suatu konflik keberadaan hukum waris Islam

ketika bersentuhan dengan kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang
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berlaku, yakni kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-
orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilinial, matrilinial ataupun bilateral
(Sayuti Thalib,1991:45). Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan
berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau
sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bagi masyarakat tertentu lainnya,
kewarisan berdasarkan sistem kolektif yang bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara
sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap
mereka yang lebih memerlukannya. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka
sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai
pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian
pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris
yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan
mendukung terjadinya perdamaian pembagian (Ishlah). Sedangkan system kewarisan
mayoritas yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan
hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil)
dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya (ahli waris).
Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada
daerahnya.Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun
bilateral. Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu
dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status
harta yang akan diwariskan.

Saat ini sistem kekerabatan di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan
matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau.Masyarakat adat Minangkabau adalah
salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Sistem hukum adat Minangkabau yang
bercorak matrilineal ini berfalsafahkan adat “basandi syara dan syara basandi kitabullah”
terus mengalami dinamika. Konsekuensi dari rumusan ini tentunya tidak ada pertentangan
antara adat dan Islam, bahkan saling mengisi (Yaswirman, 2013:107).

Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka
diwariskan kepada sekolompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis
keturunan keibuan (matrilineal), ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau
menggarap seperti gamgam bauntig.Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang
dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah

pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris.
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Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan
atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun sangat jarang
terjadi.Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.Harta pusaka
tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang
diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini dapat menjadi harta
pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus menerus. Biasanya harta pusaka
rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya
(Jamanat Samosir, 2013: 312).

Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kabupaten
Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah
heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam
perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan
hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, hukum waris Islam atau
hukum waris perdata. Karena alasan diatas maka penulis mencoba untuk membahasnya

dengan menjadikan masalah tersebut sebagai judul penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, masalah yang

teridentifikasi yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan

Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Padang Pariaman, antara lain:

1. Adanya penyelesaian sengketa kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari
Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman masih menggunakan hukum
adat.

2. Adanya Keengganan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Kecamatan
Ulakan Tapakis Padang Pariaman menyelesaian masalah kewarisan di Pengadilan
Agama.

3. Adanya hambatan-hambatan yang timbul akibat penyelesaian sengketa warisan

yang dilakukan di luar hukum adat.

C. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan di
bahas agar arah dan sasaran yang hendak dicapai lebih jelas. Permasalahan berkisar

tentang pelaksanaan kewarisan ditinjau dari perspektif hukum adat di Nagari Tapakis



Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Karena luasnya

permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas/dibatasi adalah:

a.

Presepsi Masyarakat Minangkabau yaitu pendapat atau pandangan masyarakat
Minangkabau dalam hal ini masyarakat yang tinggal berada di Nagari Tapakis,
Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Sedangkan masalah respon hanya pada pengetahuan (respon kognitif), persikapan
(respon afektif) dan kecenderungan bertindak (respon konotif) pada Masyarakat
Minangkabau terhadap penyelesaian kewarisan dengan menggunakan hukum adat.
Eksistensi  penyelesaian kewarisan dalam hal ini mengenai keberadaan
permasalahan kewarisan dengan menggunakan hukum adat bagi umat Islam.
Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang objek penelitian di sini adalah
wilayah atau kelompok dan bukan individu-individu yang menggunakan metode
area (cluster) random sampling dengan mendapatkan lokasi di Minangkabau yaitu
Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi

Sumatera Barat.

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah yang diteliti adalah berkaitan

dengan Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari

Tapakis Padang Pariaman

Secara khusus diteliti:

1)

2)

3)

Apakah manfaat serta kerugian yang menyebabkan masyarakat Minangkabau lebih
memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris?
Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap permasalahan penyelesaian sengketa
waris yang dilakukan di Pengadilan Agama?

Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan
warisan dalam lingkungan masyarakat di Minangkabau?

Kegunaan Penelitian

Seiring dengan pembatasan dan perumusan masalah tersebut diatas, maka yang

akan menjadi tujuan penelitian adalah :

a.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan peranan hukum adat dalam
menyelesaikan Pusaka kewarisan di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis,

Kabupaten Padang Pariaman.



Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan
warisan dalam lingkungan masyarakat di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan
Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dan upaya mengatasinya.

Untuk mengetahui tentang manfaat serta kerugian dari penyelesaian warisan
dengan menggunakan hukum adat (pemangku adat) dalam lingkungan masyarakat
Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang

Pariaman.



Target Capaian

Penelitian ini memiliki rencana target capaian tahunan sebagai berikut:

No Jenis Luaran Indikator Capaian
Kategori Sub Kategori Wajib | Tamba TS TS+1
han
1 Acrtikel ilmiah dibuat di jurnal Internasional Tidak ada
bereputasi
Nasional Tidak ada
terakreditasi
Nasional tidak N Tidak ada
terakreditasi
2 Artikel ilmiah dimuat di prosiding | Internasional Tidak ada
terindeks
Nasional N Tidak ada
3 Invited Speaker dalam temu Internasional Tidak ada
ilmiah Nasional Tidak ada
4 Visiting Lecturer Internasional Tidak ada
5 HKI Paten Tidak ada
Paten sederhana Tidak ada
Hak cipta N Tidak ada
Merek dagang Tidak ada
Rahasia dagang Tidak ada
Desain produk Tidak ada
industry
Indikasi geografis Tidak ada
Perlindungan Tidak ada
varietas tanaman
Perlindungan Tidak ada
topografi sirkuit
terpadu
6 Teknologi tepat guna Tidak ada
7 Model/purwarupa/desain/karya Tidak ada
seni/rekayasa social
8 | Buku ajar (ISBN) N Tidak ada
9 Tingkat kesiapan teknologi Tidak ada




BAB I1

KONDISI OBJEKTIF WILAYAH

A. Kondisi Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79
Km2 dengan panjang garis pantai 42,1 Km yang membentang hingga wilayah gugusan
Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah
Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara
0°11°-0°49’ Lintang Selatan dan 98°36’ - 100°28’ Bujur Timur.

Dalam peta modern, posisi Astronomis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak
antara 0. 11'- 0.49' Lintang Selatan dan 98.36' - 100.28" Bujur Timur, dengan luas wilayah
sekitar 1.328,79 km dan panjang garis pantai 60,50 km. Suhu udara di Padang Pariaman
berkisar antara 24,40 C — 25,70 C. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan
suhu terendah terdapat pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata 86.75 % dengan
kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam. Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31.08°
C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21.34° C dengan curah hujan tercatat rata-rata 290.12
mm/tahun.

Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah
daratan pada daratan Pulau Sumatera dan 6 (enam) pulau-pulau kecil, dengan 40 % daratan
rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat
disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 — 10 meter di
atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang
sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat disebelah timur dengan
ketinggian 10 — 1000 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103
Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara
dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan
Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman
dan Samudera Indonesia. (Letak Geografis dan Topografi Padang Pariaman
http://www.padangpariamankab.go.id, diunduh tgl 28 Oktober 2017 jam 11:27 WIB)

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 tercatat sebanyak

458.746 jiwa, terdiri dari 232.851 orang laki-laki dan 225.895 orang perempuan. Laju


http://www.padangpariamankab.go.id/

perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Perkembangan Penduduk 2010-2015

Penduduk _
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah pEX Rasio

2010 193.472 200.099 393.571 85,61
2011 193.412 200.432 393.844 96,06
2012 194.787 202.096 396.883 96,25
2013 196.873 204.017 400.890 96,50
2014 198.315 205.215 403.530 96,64
2015 232.851 225.895 458.746 103.07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di
Kabupaten Padang Pariaman dengan total penduduk 51,785 jiwa. Nagari Tapakis adalah
salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari

Tapakis 22.500 km dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.

o &

Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sintuk Toboh Gadang.
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Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pauh Kambar.
d. Sebelah Baratberbatasan dengan Nagari Ulakan

Ketinggian tanah di wilayah Nagari Tapakis yaitu 3 meter dari permukaan laut.
Rata-rata curah hujannya yaitu 43 mm sampai dengan 55 mm, Nagari Tapakis merupakan
daerah yang terletak di kawasan tipologi pantai pesisir dan bentang wilayah dataran
rendah. Sehingga suhu rata di Nagari tapakis ini 35° Celcius (Badan Pusat Statistik
Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakis, 2014).

Pertanahan wilayah yang ada di Nagari Tapakis sebagian digunakan untuk tanah
sawah seluas 501 Ha, dengan komposisi sawah Irigasi teknis 225 Ha dan Sawah tadah
hujan 276 Ha. Tanah Tegal/Ladang seluas 260 Ha, Pemukiman penduduk seluas 500 Ha,
dan Tanah untuk fasilitas umum seluas 11 Ha. Wilayah di Nagari Tapakis itu sendiri terdiri
dari 14 korong yaitu:1) Korong Surau Duku, 2) Korong Kalamuntung, 3) Korong Lubuk
Aro, 4) Korong Surau Kandang, 5) Korong Parit, 6) Korong Batang Kambaru, 7) Korong
Kampung Pauh, 8) Korong Kubu, 9) Korong Rawang, 10) Korong Kabun, 11) Korong



Kasai, 12) Korong Batang Gadang, 13) Korong Rimbo Karambie, 14) Korong Tiram (Data
dasar profil Nagari Ulakan Tapakis, 2011).

Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan rendah dan pantai yang
datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk Nagari Ulakan adalah bertani dan

nelayan.

B. Kondisi Penduduk
Jumlah penduduk yang ada di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis adalah
5.374 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443
jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 1.281 jiwa.Dengan
rincian dapat di lihat di table 1.
Tabel 2
Tabel 1 Data Jumlah Penduduk di Nagari Ulakan

No Korong Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1 | Korong Surau Duku 46 24 70
2 | Korong Kalamuntung 255 257 512
3 | Korong Lubuk Aro 132 118 250
4 | Korong Surau Kandang 158 121 279
5 | Korong Batang Kambaru 49 57 106
6 | Korong Parit 162 160 322
7 | Korong Kampung Pauh 137 91 228
8 | Korong Kubu 133 79 212
9 | Korong Rawang 307 165 472
10 | Korong Kabun 225 427 652
11 | Korong Kasai 386 371 757
12 | Korong Batang Gadang 327 164 491
13 | Korong Rimbo Karambie, 355 247 602
14 | Korong Tiram 259 162 421
Jumlah 2.931 2.443 5.374

Sumber : Rekapitulasi hasil pendataan keluarga dari Kantor Kecamatan Ulakan

Tapakis Oktober 2016

Masyarakat Nagari Tapakis termasuk penganut Agama yang taat, hal ini dapat di
lihat bahwa keseluruhan masyarakat Nagari Tapakis yaitu beragama Islam (5.206 orang),
dan hampir setiap kampung atau Korong yang ada di Nagari Tapakis mempunyai beberapa
masjid dan musholla atau surau yaitu terdapat 3 unit masjid di Nagari Tapakis, 6 Unit

Mushalla dan 14 unit surau yang tersebar di setiap Korong Nagari Tapakis yang di jadikan
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sebagai tempat ibadah upacara-upacara keagamaan lainnya. Mesjid atau mushalla
berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah masyarakat setempat.

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk
meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk
ditingkatkan, baik oleh pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan
yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila sumber daya
manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan merupakan sarana yang
ampuh dalam mempersiapakan tenaga kerja yang professional. Dengan tingkat pendidikan
yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung mendapatkan tingkat
kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Masyarakat Nagari Tapakis merupakan Masyarakat yang peduli akan menjaga
kesahatan. Hal ini terlihat dengan adanya fasilitas sarana kesehatan yang ada diantaranya:
1 (satu) unit puskesmas pembantu, 1 (satu) unit klinik, dan 15 unit posyandu yang tersebar

di wilayah Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman Sumatera Barat.
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BAB I111

METODE PENELITIAN

A Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat
Minangkabau tentang penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, Juga
pentingnya untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau
khususnya di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman, dan
bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya mengenai

tata cara pelaksanaan kewarisan dengan menggunakan hukum adat.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari
kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Tapakis adalah salah satu
wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Tapakis 1.800
Ha. Jumlah penduduk yang ada di Nagari Tapakis adalah 5.374 jiwa, dengan perbandingan
jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443 jiwa. Kepala keluarga yang ada di

Nagari Tapakis yaitu sebanyak 1.281 jiwa. Dengan rincian dapat di lihat di table 1.

C. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka
memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah
Library Research dan Field Research yaitu pengumpulan data dengan cara membaca
literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung turun ke

lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

D. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari
Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

Barat.
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E. Peran dan Posisi
Peran peneliti, sebagai perancang seluruh kegiatan penelitian, untuk menjaga

objektivitas penelitian, peneliti berkolaborasi dengan peneliti yang lainnya.

F. Karakteristik Koresponden

Populasi adalah totalitas dan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik
tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah
Masyarakat Minangkabau di nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang
juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili
populasi. Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik
random sampling (sample dipilih secara acak). Mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan
biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah
populasi sebesar 5.374 jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 100 jiwa, sesuai dengan

random sampling (sample di pilih acak).

G. Data Dan Sumber
1. Data Penelitian

Menilik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis data yang di
butuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis
mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada
Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Melalui metode kualitatif,
penulis mangadakan wawancara khusus kepada Pemangku Adat dan ulama di
Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat.

Setelah penulis mengumpulkan data dari data angket, lalu data tersebut
diklasifikasikan sesuai pertanyaan, dan hasilnya diprosentasekan melalui table
frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis, mencoba
menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.
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2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu; (1) Sumber data Angket yaitu
penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada
Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis,
Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Sumber data dengan
wawancara kepada wakil Nagari Tapakis, Ketua Pemangku Adat dan Tokoh

Masyarakat di Padang Pariaman

H. Instrumen Penggunaan Data Yang Digunakan

Instrumen Penggunaan Data Yang dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif.
Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan
menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Melalui metode
kualitatif, penulis mangadakan wawancara khusus kepada wakil Nagari Tapakis, dan
Kepala Pemangku Adat Nagari Tapakis, Kepala Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Setelah penulis mengumpulkan data dari data angket, lalu data tersebut
diklasifikasikan sesuai pertanyaan, dan hasilnya diprosentasekan melalui table frekuensi.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis, mencoba menggambarkan dan

memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini,
peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:
1) Penelitian lapangan (Field Research)
a. Observasi
Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang objek
penelitian di sini adalah wilayah atau kelompok dan bukan individu-individu yang
menggunakan metode area (cluster) random sampling dengan mendapatkan lokasi
di Minangkabau yaitu Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
b. Angket (Quesioner)
Angket atau Quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi dari reponden dalam arti laporan tentang pribadinya,
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atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini menggunakan probability sampling,
peneliti menarik sample dengan cara memberikan kesempatan yang sama dalam
populasi untuk terpilih sebagai unsur sample. Penerapan probability sampling
merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menarik kesimpulan yang
representatif bagi populasi yang diteliti. Peneliti secara objektif mengambil sample
untuk diamati tanpa memilih menurut kemauannya sendiri.
C. Wawancara (Interview)
Wawancara atau Quesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dan terwawancara
(interviewed) secara langsung kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis
Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman tentang segala sesuatu yang
menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini dan jawaban-jawabannya di catat
atau di rekam.
2) Penelitian kepustakaan

Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah dari
beberapa literature berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai
otoritas yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang
hukum yang mengikat, antara lain: Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-Undang
No. 3 tahun 2003 jo. Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, buku-
buku ilmiah, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedi hukum dan sumber-sumber

lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

J. Tindak Lanjut Atau Pengembangan Perencanaan Tindakan

Layaknya sebuah penelitian empiris, diharapkan adanya kesadaran masyarakat
Minangkabau agar dapat diselesaikan sengketa kewarisan secara hukum formil dan
peranan Pemerintah dalam penyuluhan dan menerapkan kebijakan kewarisan dalam bentuk
regulasi atau aturan yang lebih jelas agar tidak adanya dualisme aturan hukum yaitu hukum
Islam atau hukum adat.
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BAB IV
JADWAL PENELITIAN

Jadwal Penelitian
Penelitian dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 4 bulan pada tahun 2017 dengan

rincian sebagai berikut :

Bulan

Kegiatan

Persiapan

Perijinan dan penjajakan lokasi
Persiapan materi dan data kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Pengambilan data

Observasi Kegiatan
Observasi Kegiatan

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi melalui kuesioner
Penulisan Laporan
Presentasi Laporan
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BAB V
PEMBAHASAN

Penelitian internal Universitas Esa Unggul tahun anggaran 2017 ini telah
mencapai laporan akhir pada proses pengerjaannya. Penelitian ini adalah penelitian
sample, dengan teknik Sample Random Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan
pengisian angket oleh responden langsung, yang dalam prosesnya dilakukan oleh penulis
sendiri dibantu oleh rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masing
Korong yang ada di Nagari Tapakis. Responden yang berhasil kami jaring ada 100 dengan
pembagian yang cukup representative setiap Korong-korong yang ada di Nagari Tapakis,
yakni di Korong Surau Duku, Korong Kalamuntung, Korong Lubuk Aro, Korong Surau
Kandang, Korong Parit, Korong Batang Kambaru, Korong Kampung Pauh, Korong Kubu,
Korong Rawang, Korong Kabun, Korong Kasai, Korong Batang Gadang, Korong Rimbo
Karambie, dan Korong Tiram.

Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang
menyebutkan, “adat bersendi syarak,syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat
memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari
kitabullah”. Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib
merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai
budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah
diluruskan dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat
dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu. (Zikri Darussamin, 2014)

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah
muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan
semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila
benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan
ketentuan dan pedoman pada Al-gur'an dan Hadist Rasulullah SAW. (Komari, 2012)

Orang Islam yang lahir dan hidup di lingkungan adat Minangkabau dilingkungi oleh
dua kekuatan secara simultan, yaitu agama dan adat. Kedua kekuatan ini mempunyai tata
nilai yang disebut hukum yang menuntut dari warga Minang yang muslim tersebut
loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai muslim dan patuh kepada adat
sebagai orang Minangkabau. Dalam hal sistem kewarisan antara adat Minangkabau dengan

agama Islam terdapat perbedaan. Pertama, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara
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umum kewarisan itu adalah peralihan dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup.
Inilah kewarisan yang berlaku dalam agama Islam. Dalam adat Minangkabau kewarisan itu
bukan peralihan pemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang meninggal kepada
yang hidup, tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan
pengawasan harta dari generasi yang sudah mati kepada generasi yang masih hidup. Kalau
dikatakan: “harta ninik turun ke mamak dan harta mamak turun ke kemenakan” berarti
setelah ninik yang berwenang mengatur dan mengawasi harta pusaka itu meninggal,
kewenangan ninik tersebut dilanjutkan oleh mamak. Setelah mamak meninggal maka
fungsi wewenang tersebut dilanjutkan kemudian oleh kemenakan. Kedua, Kewarisan adat
Minangkabau dalam hal pemilikan harta adat Minang menganut asas kolektif atau komunal
yang berarti pemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan
milik orang secara perorangan. Orang-orang dalam kaum hanya dapat memanfaatkan harta
pusaka itu, tetapi sama sekali tidak dapat memilikinya. Sedangkan kewarisan Islam
menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan
tanpa terikat oleh orang lain. Ketiga, adat Minangkabau dalam hal kekerabatan menganut
kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu
lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah). Kekerabatan matrilineal di Minangkabau
diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang
seketurunan seperti ini disebut satu suku atau se-suku. Karena ia diambil dari garis ibu,
maka ia bernama matrilineal. Kekerabatan dalam kewarisan Islam adalah kekerabatan
parental yang artinya garis kekerabatan itu bukan hanya melalui perempuan saja, tetapi
melalui kedua garis tersebut yaitu laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Dilihat dari uraian diatas, dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak
bisa hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem
kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Oleh sebab itu
kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama kemenakan.
Dalam adat Minangkabau harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka
rendah (Yaswirman, 2013: 115). Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum
suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan
bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak). Jika mamak meninggal,
penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata
lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan

sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam
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kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya (Rindu, Ayunda Dwi
Yetmi, 2015).

Dengan pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat, Orang Minangkabau
semakin banyak bicara hak milik ketika mereka mengacu pada harato pancaharian. Mereka
bersikeras bahwa harato mereka pancaharian adalah milik pribadi mereka, artinya mereka
memiliki hak penuh untuk menggunakan dan buang seperti yang mereka inginkan.
Pandangan ini tidak akan diragukan menyebabkan penghapusan konsep pusakoisasi harato
pancaharian. Jika ini Terjadi, harato pusako tidak akan meningkat lagi; bahkan menurun.
(Novelia Musda, 2012)

Salah satu kategori tanah adat adalah tanah pusako tinggi yang merupakan tanah
adat yang paling eksis diantara jenis tanah adat lainnya di Minangkabau. Bisa dikatakan
hampir semua orang Minangkabau yang tinggal di sana bisa dipastikan mereka tinggal di
atas tanah kaum, kecuali mereka tinggal di tanah yang sudah dapat dibeli ataupun disewa.
Hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa ketentuan harta pusako tinggi tidak boleh
dijual ataupun dihilangkan. Hal ini menunjukan adanya hak lain atas tanah selain pusako
tinggi yaitu hak milik kaum. (Achmad Haykal, dkk, 2012)

Wawancara kami dengan Kepala Kerapatan Adat Nagari Tapakis (17/01/2017),
menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan
melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan
atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk
orang yang akan mengelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak
boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat
dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan
kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta
pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Mayat tabujua tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian
dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai
penguburan.

2. Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa belum bersuami), apabila kemenakan
perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak
tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jemputan untuk

menjadi suami dengan memberi uang jemputan.
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3. Mambangkik batang tarandam (mambakit batang terendam), apabila gelar pusako sudah
lama “balipek” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh
menggadai.

4. Rumah gadang katirisan (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah
milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh
mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini senada dengan wawancara kami dengan Kepala Nagari Tapakis
(17/01/2017), bahwa harta pusako tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun
temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa rumah
gadang (rumah tua), sawah, ladang dan tabek (kolam) yang tidak boleh dijual maupun
digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam
keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut.
Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan
kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada oranglain yang
mengakui dsb.

1. Tabulasi Tentang Pengetahuan Pusaka Kewarisan Minangkabau

Sebagai langkah awal untuk menganalisis variable pengetahuan pusaka kewarisan
di masyarakat Minangkabau, terlebih dahulu akan ditabulasi seperti tercantum dalam tabel
6 berikut:

Tabel 3
Pengetahuan Pusaka Kewarisan Di Masyarakat Minangkabau, Tahun 2017
(N=100)
Variable F %
Tahu 89 89%
Tidak tahu 11 11%
Jumlah 100 100 %

Tabel 6 menunjukkaan sebagian besar dari masyarakat Minangkabau Nagari
Tapakis termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan
Minangkabau.Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan
Minangkabau tersebut. Dari 100 responden, 60% terdiri dari laki-laki dan perempuan 40%.
Pada pihak responden laki-laki 89% termasuk dalam kategori tahu, dan hanya 11% dari
mereka tergolong tidak tahu. Hal ini sama dengan yang dicapai oleh pihak perempuan,
baik dalam kategori tahu maupun tidak tahu.
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Dilihat aspek lokasi atau kelurahan yang ada, di 14 (empat belas) Korong sebagian
besar responden termasuk kategori tahu, dengan perbedaan prosentase yang sedikit.
Dengan prosentase yang sama-sama besar pada kAtegori tahu di 14 (empat belas) korong,
dan sebaliknya adanya prosentase yang sama-sama sedikit pada kategori tidak tahu di 14
(empat belas) korong dimana responden bertempat tinggal tidak mempengaruhi tahu
tidaknya responden terhadap pusaka kewarisan Minangkabau.

Dilihat dari segi pekerjaan, walaupun responden yang bekerja di berbagai sektor
sebagian besar tergolong tahu, akan tetapi perbedaan prosentasenya cukup besar,
khususnya antara responden yang bekerja sebagai nelayan yang memiliki prosentase
tertinggi (92%). Dengan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri
yang memiliki prosentase terbawah (87%).Ini berarti jarak prosentasenya mencapai 5%.
Berada di bawah prosentase responden yang bekerja sebagai nelayan adalah mereka yang
bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga mencapai (91%).Sementara itu, responden
yang bekerja sebagai pedagang prosentasenya mencapai (90%), yang kalau dibandingkan
dengan responden nelayan (3%) berada di bawahnya.

Dalam kategori tidak tahu, selisih prosentase antar jenis pekerjaan sama dengan
yang terdapat di kategori tahu yaitu sama-sama memiliki jarak yang besar. Hanya saja
keadaannya terbalik, kalau pada kategori tahu nelayan memiiki pesentase terbesar, pada
kategori ini justru memiliki prosentase terkecil (8%) dibandingkan dengan responden yang
bekerja di bidang lain. Prosentase terbesar dalam kategori tidak tahu ini dimiliki responden
pegawai swasta/pegawai negeri (13%).

Kalau usia responden dikelompokkan pada 5 (lima) macam interval, secara
berurutan dapat digambarkan bahwa, pada responden yang usianya 20 tahun kebawah 51%
termasuk kategori tahu, selebihnya (49%) kategori tidak tahu. Pada interval usia 20-30
tahun, (69%) termasuk kategori tahu, dan (31%) tidak tahu. Pada interval usia 31-40 tahun,
(75%) tergolong masuk ketegori tahu, dan (25%) tergolong tidak tahu. Untuk interval
usia41-50 tahun, (81%) masuk kategori tahu, sisahnya (19%) tidak tahu. Terakhir usia 51
tahun ke atas, (82%) termasuk kategori tahu dan yang lain (18%) tergolong tidak tahu.
Dari fakta angka ini dapat dinyatakan, sebagian besar dari responden pada kelima macam
interval usia termasuk kategori tahu, tetapi “tidak sedikit” yang masuk kategori tidak tahu.
Prosentase terbanyak dalam kategori tahu terdapat pada interval usia 51 tahun ke atas dan
yang tekecil terdapat pada interval usia 20 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam kategori
tidak tahu, prosentase terkecil terdapat di interval 51 tahun ke atas dan terbesar di interval

usia 20 tahun ke bawah. Dengan demikian, dilihat dari segi usia ini Nampak adanya
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kecenderungan di mana usia yang lebih tua akan lebih banyak tahu mengenai pusaka

kewarisan minangkabau.

2. Tabulasi Tentang Tempat Penyelesaian Pusaka Kewarisan Minangkabau
Hasil perhitungan terhadap data mengenai tempat penyelesaian sengketa untuk
pusaka kewarisan di minangkabau dapat dilihat melalui tabel 14 berikut:

Tabel 4
Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau, Tahun 2017 (N=100)
Variable F %
Pemangku Adat 94 94%
Pengadilan Agama 6 6%
Jumlah 100 100%

Kalau dilihat pada tabel 14 nampak bahwa, sebagian besar responden menyatakan
apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa
pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat (94%), walaupun masih cukup
banyak yang menyatakan ke Pengadilan Agama (6%). Dalam kategori Pemangku Adat
sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, perbandingan
prosentase antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak pada kelompok responden
perempuan (91%) dengan laki-laki (89%) dengan selisih sebesar (2%). Sebaliknya pada
kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan
Agama, prosentasenya lebih banyak terdapat pada responden laki-laki (11%) dari
responden perempuan (9%). Dengan selisih prosentase yang tidak terlalu menyolok ini,
maka sudah dipastikan bahwa jenis kelamin tidak akan mempengaruhi tempat
penyelesaian sengketa pusaka warisan di minangkabau.

Dari segi pekerjaan, responden yang bekerja di berbagai jenis, sebagian besar
menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan
Minangkabau, walaupun responden pegawai swasta/pegawai negeri (65%) menyatakan ke
Pemangku Adat, sedangkan yang ke Pengadilan Agama cukup banyak (35%). Responden
Pedagang yang menyatakan ke Pemangku Adat sebesar (77%) dan menyatakan ke
Pengadilan Agama (23%). Dari kalangan responden petani(92%) menyatakan ke
Pemangku Adat dan sedikit (8%) yang menyatakan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dari
kalangan responden nelayan (95%) memilih ke Pemangku Adat dalam meyelesaikan
sengketa pusaka warisan Minangkabau sedangkan (5%) ke Pengadilan Agama. Yang

cukup mengesankan adalah responden ibu rumah tangga, karena (100%) dari mereka
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menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan
Minangkabau. Kalau dibandingkan antar jenis pekerjaan di kategori Pemangku Adat
merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, responden
terbesar pada kelompok responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, nelayan dan
petani.Berikutnya kelompok responden yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan
prosentase terkecil terdapat pada responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai
negeri.

Di kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di
Pengadilan Agama, sebaliknya prosentase terbesar ada pada kelompok responden yang
bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri.Secara umum dapat dinyatakan bahwa,
prosentase pada kedua kategori ini tiap jenis pekerjaan, jarak penyebarannya cukup besar.
Hal ini menandakan bahwa jenis pekerjaan yang satu dengan yang lain cukup berbeda
dalam perolehan prosentase.

Diihat dari sudut usia sebagaimana halnya dengan pembahasan terhadap tabulasi
variabel pengetahuan pusaka kewarisan Minangkabau, dalam pembahasan ini pun
kelompok interval usia tetap dikelompokkan pada 5 (lima) variasi, yaitu: usianya 20 tahun
kebawah, kelompok usia 20-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, kelompok usia 41-50
tahun, dan usia 50 tahun keatas. Hasil penghitungan tiap kelompok usia perbedaannya
hanya terletak pada besarnya prosentase, walaupun selisih antara kategori usia kecil sekali.
Prosentase terbanyak ada pada usia 51 tahun ke atas (94%), di bawahnya dengan selisih
kurang (2%) terdapat pada usia 30 tahun ke bawah. Berikutnya secara berurutan dengan
selisih hampir (2%) pula, usia 41-50 tahun (91%) dan mereka yang berusia 31-40 tahun
mencapai (88%). Dari kelima interval usia, tampak bahwa sebagian besar dari responden
dalam kategori tempat untuk penyelesaian sengketa pusaka kewarisan di Minangkabau
memilih Pemangku Adat sebaliknya sebagian kecil dari mereka memilih Pengadilan

Agama.

3. Tabulasi Tentang Alasan Memilih Tempat Menyelesaikan Sengketa Pusaka
Warisan Minangkabau
Melihat tabel 15 dan 17 secara umum dapat dinyatakan bahwa responden di Nagari
Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis mengenai alasan memilih tempat menyelesaikan
sengketa pusaka warisan minagkabau, sebagai berikut:
Tabel 5

Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau
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di Pemangku Adat Tahun 2017 (N=94)

Variabel F %
Keputusannya bisa di terima semua pihak 62 66%
Sudah menjadi adat istiadat 26 28%
Lebih cepat menyelesaikan 4 4%
permasalahannya
Tidk memerlukan biaya banyak/besar 2 2%
Jumlah 94 100%

Alasan masyarakat Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis memilih Pemangku
Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sebagian besar
karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa (66%),
dan sudah menjadi adat istiadat (28%), dan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya
(4%), serta tidak memerlukan biaya yang besar (2%).

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah
dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu
pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah
satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat
Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”.
Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat
Nagari (KAN) tidak mengikat.

Tabel 6
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau
di Pengadilan Agama Tahun 2017 (N=6)

Variabel F %
Mempunyai ketetapan hukum 4 67%
Menggunakan hukum Islam diutamakan 1 17%
daripada hukum adat
Keputusannya bisa di terima semua pihak 1 17%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya 0 0%
Jumlah 6 100%

Sedangkan alasan mereka yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka
warisan Minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum (%),
Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat (%), dan Keputusannya bisa

di terima semua pihak (%).
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Hal ini senada dengan data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama
Pariaman, mengenai kasus sengketa kewarisan minangkabau yang masuk ke Pengadilan
Agama pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara yang diterima, yaitu 1 perkara diterima pada
bulan Maret, September dan Desember, 2 perkara diterima pada bulan Oktober dan

Nopember 2015. (Data perkara dapat dilihat dilampiran)
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A.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hasil Laporan akhir penelitian dosen tahun 2017

1. Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman termasuk kategori
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau.

2. Sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka
kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan
Minangkabau berada di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan
ke Pengadilan Agama.

3. Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat
masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan
Tapakis kabupaten Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat karena
keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa.
Sedangkan alasan yang memiih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan
minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum

Capaian penelitian ini yaitu telah melaksanakan diseminasi pada Seminar Nasional

Multi Disiplin Unisbank pada tanggal 28 Juli 2017. Dan telah menyiapkan draf

artikel ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal Nasional. Memasukan hasil penelitian

ini pada bagian sub pembahasan buku ajar/buku referensi pada Mata Kuliah

Hukum Acara Peradilan Agama yang penulis ampu dalam bentuk draft buku.

Kendala dalam penelitian lapangan di Nagari Tapakis pada Januari 2017 lalu yaitu

Kepala Nagari Tapakis yang peneliti temui sedang mengalami transisi pergantian

jabatan sehingga data yang kami dapatkan belumlah maksimal terutama data profil

Nagari Ulakan Tahun 2011 yang kini masih diperbaharui. Pada Januari 2017 ketika

peneliti melakukan survey data di Pengadilan Agama Pariaman ternyata Pengadilan

Agama Pariaman sedang renovasi gedung sehingga tidak kami dapati data

terupdate sehingga peneliti menggunakan data yang kami peroleh pada Mei 2016.
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B. Saran
Berdasarkan hasil kajian di atas, maka saran atau rekomendasi yang diberikan

adalah sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialiasi terhadap prosedur penyelesaian sengketa harta pusaka
di Minangkabau baik itu mengenai harta pusa tinggi ataupun pusaka rendah kepada
masyarakat Nagari Tapakis.

2. Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat minangkabau tentang
pentingnya terhadap pendataan harta pusaka yang dimiliki dalam bentuk sertifikat

akta kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukum.
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PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT
MINANGKABAU NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
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Fakultas Hukum?, Fakultas llmu Komunikasi?, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
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Abstrak

Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan
beragam, dengan menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem hukum adat
Minangkabau yang bercorak matrilineal ini berfalsafahkan adat “basandi syara dan
syara basandi Kkitabullah” terus mengalami dinamika.Terkait dengan permasalahan
hukum waris, salah satunya ada di Kota Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai
pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen.Walaupun masih menggunakan sistem
kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah
terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya.Ada yang menerapkan hukum waris
adat, dan hukum waris Islam atau hukum waris perdata.Secara umum penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewarisan pusaka tinggi dan rendah
di masyarakat minangkabau, dan upaya menyelesaikan sengketa warisan di luar
pengadilan (hukum adat) serta manfaat serta kerugian dari penyelesaian sengketa warisan
di pengadilan maupun di hukum adat.Untuk membahas permasalahan tersebut diatas
penulis melaksanakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (sociolegal
research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder,
dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan observasi yaitu
mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian (Pengadilan Agama
di Pariaman dan Pemangku Adat), selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan data
melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat
Pemangku Adat setempat dan Kepala Nagari Tapakis.Sedangkan pengolahan dan analisis
data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Sengketa kewarisan, Masyarakat Minangkabau, Pusaka tinggi, pusaka
rendah

1. Pendahuluan

Kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks
suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya.Hukum kewarisan Islam
merupakan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas
yang tinggi dalam keterlibatannya sebagaimana fenomena prinsip yang fundamental
dalam ajaranislam.Suatu fakta yang tak dapat di pungkiri bahwa kelahirannya
dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realitis, di samping
bukan untuk sekedar merespons problem hukum di zaman permunculannya tetapi sebagai
paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya berbagai
interpretasi.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang
mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal
dunia”.Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi, kemudian
Qiyas (perumpamaan) dan /jma’ (kesamaan pendapat).

Pada umumnya di masyarakat, kewarisan seringkali menjadi masalah.Biasanya
masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui
musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah
dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena
penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum
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kewarisan Islam, walaupun sifatnya ijbari tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya
perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persngketaan diantara ahli waris,
maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, meskipun ada juga
para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan keahliwarisannya
serta bagiannya masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan
yang disebut penyelesaian non litigasi.

Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik
adalahpersoalan mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Munculnya teorireceptio
in complexu, teori Receptie, dan receptio a contrario — suatu konflik keberadaan hukum
waris Islam ketika bersentuhan dengan kewarisan adat dilndonesia, setidaknya ada tiga
sistem yang berlaku, yakni kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta
kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilinial, matrilinial
ataupun bilateral (Sayuti Thalib,1991:45). Konsekuensinya ketika hukum waris Islam
diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk
memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bagi
masyarakat tertentu lainnya, kewarisan berdasarkan sistem kolektif yang bercirikan harta
yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara
produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya. Konsekuensinya, sikap
kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum
Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan
membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka
sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap
kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian
(Ishlah). Sedangkan system kewarisan mayoritas yang bercirikan anak tertualah yang
akan menguasai seluruh harta pewaris.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan
hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil)
dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya (ahli waris).
Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada
daerahnya.Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun
bilateral. Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu
dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta
status harta yang akan diwariskan.

Saat ini sistem kekerabatan di Indonesia yang masih menganut sistem
kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau.Masyarakat adat
Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Sistem hukum
adat Minangkabau yang bercorak matrilineal ini berfalsafahkan adat “basandi syara dan
syara basandi kitabullah” terus mengalami dinamika. Konsekuensi dari rumusan ini
tentunya tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, bahkan saling mengisi
(YYaswirman, 2013:107).

Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka
diwariskan kepada sekolompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan
garis keturunan keibuan (matrilineal), ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau
menggarap seperti gamgam bauntig.Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang
dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah
pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala
waris.Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang
mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun
sangat jarang terjadi.Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka
rendah.Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah
adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini
dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus
menerus.Biasanya harta pusaka rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati
bersama-sama oleh ahli warisnya (Jamanat Samosir, 2013: 312).

Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Nagari
Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, daerah yang terletak di
pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen.Walaupun masih
menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak
dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya.Ada yang
menerapkan hukum waris adat, hukum waris Islam atau hukum waris perdata.Karena
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alasan diatas maka penulis mencoba untuk membahasnya dengan menjadikan masalah
tersebut sebagai tema penelitian ini.

Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian mengenai persepsi
masyarakat Minangkabau tentang penyelesaian sengketa pusaka kewarisan masyarakat
Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat Minangkabau tentang pusaka
kewarisan dan tempat menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan juga mengetahui alasan
dalam memilih tempat penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat
masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis
kabupaten Padang Pariaman.

2. Metodologi Penelitian
1) Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalamrangka
memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini
adalah Library Research dan Field Research yaitu pengumpulan data dengan
cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan
juga langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari
pertanyaan dan perumusan masalah.
2) Populasi dan Sample
Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di nagari Ulakan,
Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat.Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-caratertentu
yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa
mewakili populasi.Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu
menggunakan teknik random sampling (sample dipilih secara acak). Mengingat
keterbatasan ketenagaan, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah
mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi sebesar 5.374
jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 100 jiwa, sesuai dengan random
sampling (sample di pilih acak).
3) Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini,
peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:
1. Penelitian lapangan (Field Research)
a. Observasi
Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitianyang
objek penelitian di sini adalah wilayah atau kelompok dan bukan
individu-individu yang menggunakan metode area (cluster) random
sampling dengan mendapatkan lokasi di Minangkabau yaitu Nagari
Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat.
b. Angket (Quesioner)
Angket atau Quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini
menggunakan probability sampling, peneliti menarik sample dengan
cara memberikan kesempatan yang sama dalam populasi untuk terpilih
sebagai unsur sample. Penerapan probability sampling merupakan tata
cara satu-satunya untuk memungkinkan menarik kesimpulan yang
representatif bagi populasi yang diteliti. Peneliti secara objektif
mengambil sample untuk diamati tanpa memilih menurut kemauannya
sendiri.
c. Wawancara (Interview)
Wawancara atau Quesioner lisan adalah sebuah dialog yangdilakukan
olenh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dan
terwawancara (interviewed) secara langsung kepada masyarakat
Minangkabau di Padang Pariaman tentang segala sesuatu yang
menyangkut dan berkaitan denganpenelitian  ini dan jawaban-
jawabannya di catat atau di rekam.
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2. Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah
dari beberapa literatur berupa jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain
yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

4) Menilik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis data yang
dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif.Melalui metode kuantitatif,
penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada
Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.Melalui metode
kuantitatif, penulis mangadakan wawancara khusus kepada Pemangku Adat dan
Kepala Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Analisa Dan Pembahasan
1. Kondisi Letak Geografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di
Propinsi Sumatra Barat dan terletak di pantai Samudera Hindia (Indonesia), setelah barat
daya kota Padang Panjang. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yaitu 400.890
jiwa (tahun 2013), dimana penduduk tersebut tersebar pada 17 kecamatan yang ada di
Kapupaten Padang Pariaman. Luas wilayah yang ada di kabupaten Padang Pariaman
yaitu 1.328,79 M? dan jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 46
Nagari dengan 365 Korong.

Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di
Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Tapakis adalah salah satu wilayah yang terletak
di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Tapakis 22.500 km dengan batas
sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.
Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sintuk Toboh Gadang.
Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pauh Kambar.
Sebelah Baratberbatasan dengan Nagari Ulakan

oQ —ho

Ketinggian tanah di wilayah Nagari Tapakis yaitu 3 meter dari permukaan laut.
Rata-rata curah hujannya yaitu 43 mm sampai dengan 55 mm, Nagari Tapakis
merupakan daerah yang terletak di kawasan tipologi pantai pesisir dan bentang wilayah
dataran rendah. Sehingga suhu rata di Nagari tapakis ini 35° Celcius (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakis, 2014).

Pertanahan wilayah yang ada di Nagari Tapakis sebagian digunakan untuk tanah
sawah seluas 501 Ha, dengan komposisi sawah Irigasi teknis 225 Ha dan Sawah tadah
hujan 276 Ha. Tanah Tegal/Ladang seluas 260 Ha, Pemukiman penduduk seluas 500 Ha,
dan Tanah untuk fasilitas umum seluas 11 Ha. Wilayah di Nagari Tapakis itu sendiri
terdiri dari 14 korong yaitu:1) Korong Surau Duku, 2) Korong Kalamuntung, 3) Korong
Lubuk Aro, 4) Korong Surau Kandang, 5) Korong Parit, 6) Korong Batang Kambaru, 7)
Korong Kampung Pauh, 8) Korong Kubu, 9) Korong Rawang, 10) Korong Kabun, 11)
Korong Kasai, 12) Korong Batang Gadang, 13) Korong Rimbo Karambie, 14) Korong
Tiram (Data dasar profil Nagari Ulakan Tapakis, 2011).

Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan rendah dan pantai
yang datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk Nagari Ulakan adalah bertani
dan nelayan.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis adalah
5.374 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443
jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 1.281 jiwa.Dengan
rincian dapat di lihat di table 1.
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Tabel 1 Data Jumlah Penduduk di Nagari Tapakis

No Korong Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1 | Korong Surau Duku 46 24 70
2 | Korong Kalamuntung 255 257 512
3 | Korong Lubuk Aro 132 118 250
4 | Korong Surau Kandang 158 121 279
5 | Korong Batang Kambaru 49 57 106
6 | Korong Parit 162 160 322
7 | Korong Kampung Pauh 137 91 228
8 | Korong Kubu 133 79 212
9 | Korong Rawang 307 165 472
10 | Korong Kabun 225 427 652
11 | Korong Kasali 386 371 757
12 | Korong Batang Gadang 327 164 491
13 | Korong Rimbo Karambie, 355 247 602
14 | Korong Tiram 259 162 421
Jumlah 2.931 2.443 5.374

Sumber :Rekapitulasi hasil pendataan keluarga dari Kantor Kecamatan Ulakan Tapakis
Oktober 2016

Masyarakat Nagari Tapakis termasuk penganut Agama yang taat, hal ini dapat
di lihat bahwa keseluruhan masyarakat Nagari Tapakis yaitu beragama Islam (5.206
orang), dan hampir setiap kampung atau Korong yang ada di Nagari Tapakis mempunyai
beberapa masjid dan musholla atau surau yaitu terdapat 3 unit masjid di Nagari Tapakis,
6 Unit Mushalla dan 14 unit surau yang tersebar di setiap Korong Nagari Tapakis yang
dijadikan sebagai tempat ibadah upacara-upacara keagamaan lainnya. Mesjid atau
mushalla berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah masyarakat
setempat.Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan sarana
untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.Untuk mempersiapkan
sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat
penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan.
Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila
sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan
merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional.
Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung
mendapatkan tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan akan semakin cepat
dapat diwujudkan.

Masyarakat Nagari Tapakis merupakan masyarakat yang peduli akan menjaga
kesahatan. Hal ini terlihat dengan adanya fasilitas sarana kesehatan yang ada diantaranya:
1 (satu) unit puskesmas pembantu, 1 (satu) unit klinik, dan 15 unit posyandu yang
tersebar di wilayah Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman
Sumatera Barat.

3. Karekteristik Responden

Penelitian ini adalah penelitian sample, dengan teknik sample secara acak
(Sample random Sampling).Pengambilan data dilakukan dengan pengisian angket oleh
responden langsung, yang dalam prosesnyadilakukan oleh penulis sendiri dibantu oleh
rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masiing Korong yang ada
di Nagari Tapakis. Responden yang berhasil kami jaring ada 100 dengan persebaran yang
cukup representatif untuk setiap korong-korong yang ada di Nagari Tapakis, yakni di
Korong Surau Duku, Korong Kalamuntung, Korong Lubuk Aro, Korong Surau Kandang,
Korong Parit, Korong Batang Kambaru, Korong Kampung Pauh, Korong Kubu, Korong
Rawang, Korong Kabun, Korong Kasai, Korong Batang Gadang, Korong Rimbo
Karambie, dan Korong Tiram. Rinciannya dapat dilihat pada table 2.
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Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Korong-Korong Nagari Tapakis

No Korong F %
1 | Korong Surau Duku 7 7
2 Korong Kalamuntung 7 7
3 Korong Lubuk Aro 7 7
4 Korong Surau Kandang 7 7
5 | Korong Batang Kambaru 7 7
6 | Korong Parit 7 7
7 Korong Kampung Pauh 7 7
8 | Korong Kubu 7 7
9 | Korong Rawang 7 7
10 | Korong Kabun 8 8
11 | Korong Kasai 7 7
12 | Korong Batang Gadang 7 7
13 | Korong Rimbo Karambie, 8 8
14 | Korong Tiram 7 7

Jumlah 100 100

4, Analisa Data

Orang Islam yang lahir dan hidup di lingkungan adat Minangkabau dilingkungi
oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu agama dan adat. Kedua kekuatan ini mempunyai
tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari warga Minang yang muslim tersebut
loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai muslim dan patuh kepada adat
sebagai orang Minangkabau. Dalam hal sistem kewarisan antara adat Minangkabau
dengan agama Islam terdapat perbedaan. Pertama, tentang hakikat kewarisan itu
sendiri.Secara umum kewarisan itu adalah peralihan dari yang telah meninggal kepada
yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam agama Islam.Dalam adat
Minangkabau kewarisan itu bukan peralihan pemilikan harta dan pembagian harta dari
orang yang meninggal kepada yang hidup, tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab
pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah mati kepada
generasi yang masih hidup. Kalau dikatakan:”harta ninik turun ke mamak dan harta
mamak turun ke kemenakan” berarti setelah ninik yang berwenang mengatur dan
mengawasi harta pusaka itu meninggal, kewenangan ninik tersebut dilanjutkan oleh
mamak. Setelah mamak meninggal maka fungsi wewenang tersebut dilanjutkan
kemudian oleh kemenakan.Kedua, Kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan
harta adat Minang menganut asas kolektif atau komunal yang berarti pemilikan bersama.
Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan.
Orang-orang dalam kaum hanya dapat memanfaatkan harta pusaka itu, tetapi sama sekali
tidak dapat memilikinya. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya
setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. Ketiga,
adat Minangkabau dalam hal kekerabatan menganut kekerabatan matrilineal yaitu garis
keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus
ke bawah).Kekerabatan matrilineal di Minangkabau diikat dengan satu kesukuan yang
ditarik dari satu garis keturunan perempuan.Bagi yang seketurunan seperti ini disebut
satu suku atau se-suku. Karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bernama matrilineal.
Kekerabatan dalam kewarisan Islam adalah kekerabatan parental yang artinya garis
kekerabatan itu bukan hanya melalui perempuan saja, tetapi melalui kedua garis tersebut
yaitu laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Dilihat dari uraian diatas, dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau
tidak bisa hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem
kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Oleh sebab
itu kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama
kemenakan. Dalam adat Minangkabau harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan
harta pusaka rendah (Yaswirman, 2013: 115).Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan
kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan
pengelolaan bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak).Jika mamak meninggal,
penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata
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lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan
sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam
kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya (Rindu, Ayunda Dwi
Yetmi, 2015).

Wawancara kami dengan Kepala Kerapatan Adat Nagari Tapakis (17/01/2017),
menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan
melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekusaan
atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk
orang yang akan menelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak
boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat
dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan
kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta
pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Mayat tabujua tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal
kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk
membiayai penguburan.

2. Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa belum bersuami), apabila kemenakan
perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak
tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jemputan
untuk menjadi suami dengan memberi uang jemputan.

3. Mambangkik batang tarandam (mambakit batang terendam), apabila gelar
pusako sudah lama “balipek” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak
panghulu, maka boleh menggadai.

4, Rumah gadang katirisan (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai
rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka
boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini senada dengan wawancara kami dengan Kepala Nagari Tapakis
(17/01/2017), bahwa harta pusako tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun
temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa rumah
gadang (rumah tua), sawah, ladang dan tabek (kolam) yang tidak boleh dijual maupun
digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam
keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi
tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada
permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada
oranglain yang mengakui dsh.

4, Tabulasi Tentang Pengetahuan Pusaka Kewarisan Minangkabau
Sebagai langkah awal untuk menganalisis variable pengetahuan pusaka

kewarisan di masyarakat Minangkabau, terlebih dahulu akan ditabulasi seperti tercantum
dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6
Pengetahuan Pusaka Kewarisan Di Masyarakat Minangkabau, Tahun 2017 (N=100)
Variable F %
Tahu 89 89%
Tidak tahu 11 11%
Jumlah 100 100 %

Tabel 6 menunjukkan sebagian besar dari masyarakat Minangkabau Nagari
Tapakis termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan
Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka
kewarisan Minangkabau tersebut.Dari 100 responden, 60% terdiri dari laki-laki dan
perempuan 40%. Pada pihak responden laki-laki 89% termasuk dalam kategori tahu, dan
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hanya 11% dari mereka tergolong tidak tahu. Hal ini sama dengan yang dicapai oleh
pihak perempuan, baik dalam kategori tahu maupun tidak tahu.

Dilihat aspek lokasi atau kelurahan yang ada, di 14 (empat belas)Korong sebagian
besar responden termasuk Kkategori tahu, dengan perbendaan prosentase yang
sedikit.Dengan prosentase yang sama-sama besar pada ketegori tahu di 14 (empat
belas)korong, dan sebaliknya adanya prosentase yang sama-sama sedikit pada kategori
tidak tahu di 14 (empat belas) korong dimana responden bertempat tinggal tidak
mempengaruhi tahu tidaknya responden terhadappusaka kewarisan Minangkabau.

Dilihat dari segi pekerjaan, walaupun responden yang bekerja di berbagai sektor
sebagian besar tergolong tahu, akan tetapi perbedaan prosentasenya cukup besar,
khususnya antara responden yang bekerja sebagai nelayan yang memiliki prosentase
tertinggi (92%). Dengan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri
yang memiliki prosentase terbawah (87%).Ini berarti jarak prosentasenya mencapai
5%.Berada di bawah prosentase responden yang bekerja sebagai nelayan adalah mereka
yang bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga mencapai (91%).Sementara itu,
responden yang bekerja sebagai pedagang prosentasenya mencapai (90%), yang kalau
dibandingkan dengan responden nelayan (3%) berada di bawahnya.

Dalam kategori tidak tahu, selisih prosentase antar jenis pekerjaan sama dengan
yang terdapat di kategori tahu yaitu sama-sama memiliki jarak yang besar. Hanya saja
keadaannya terbalik, kalau pada kategori tahu nelayan memiiki pesentase terbesar, pada
kategori ini justru memiliki prosentase terkecil (8%) dibandingkan dengan responden
yang bekerja di bidang lain. Prosentase terbesar dalam kategori tidak tahu ini dimiliki
responden pegawai swasta/pegawai negeri (13%).

Kalau usia responden dikelompokkan pada 5 (lima) macam interval, secara
berurutan dapat digambarkan bahwa, pada responden yang usianya 20 tahun kebawah
51% termasuk kategori tahu, selebihnya (49%) kategori tidak tahu. Pada interval usia 20-
30 tahun, (69%) termasuk kategori tahu, dan (31%) tidak tahu. Pada interval usia 31-40
tahun, (75%) tergolong masuk ketegori tahu, dan (25%) tergolong tidak tahu. Untuk
interval usia41-50 tahun, (81%) masuk kategori tahu, sisahnya (19%) tidak tahu. Terakhir
usia 51 tahun ke atas, (82%) termasuk kategori tahu dan yang lain (18%) tergolong tidak
tahu. Dari fakta angka ini dapat dinyatakan, sebagian besar dari responden pada kelima
macam interval usia termasuk kategori tahu, tetapi “tidak sedikit” yang masuk kategori
tidak tahu. Prosentase terbanyak dalam kategori tahu terdapat pada interval usia 51 tahun
ke atas dan yang tekecil terdapat pada interval usia 20 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam
kategori tidak tahu, prosentase terkecil terdapat di interval 51 tahun ke atas dan terbesar
di interval usia 20 tahun ke bawah. Dengan demikian, dilihat dari segi usia ini Nampak
adanya kecenderungan di mana usia yang lebih tua akan lebih banyak tahu mengenai
pusaka kewarisan minangkabau.

2. Tabulasi Tentang Tempat Penyelesaian Pusaka Kewarisan Minangkabau
Hasil perhitungan terhadap data mengenai tempat penyelesaian sengketa untuk
pusaka kewarisan di minangkabau dapat dilihat melalui tabel 14 berikut:

Tabel 14
Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau, Tahun 2017
(N=100)

Variable F %
Pemangku Adat 94 94%
Pengadilan Agama 6 6%

Jumlah 100 100%

Kalau dilihat pada tabel 14 nampak bahwa, sebagian besar responden menyatakan
apabila terjadi perselisihnan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan
sengketa pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat (94%), walaupun
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masih cukup banyak yang menyatakan ke Pengadilan Agama (6%).Dalam kategori
Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau,
perbandingan prosentase antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak pada
kelompok responden perempuan (91%) dengan laki-laki (89%) dengan selisih sebesar
(2%). Sebaliknya pada kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan
Minangkabau di  Pengadilan Agama, prosentasenya lebih banyak terdapat pada
responden laki-laki (11%) dari responden perempuan (9%). Dengan selisih prosentase
yang tidak terlalu menyolok ini, maka sudah dipastikan bahwa jenis kelamin tidak akan
mempengaruhi tempat penyelesaian sengketa pusaka warisan di minangkabau.

Dari segi pekerjaan, responden yang bekerja di berbagai jenis, sebagian besar
menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan
Minangkabau, walaupun responden pegawai swasta/pegawai negeri (65%) menyatakan
ke Pemangku Adat, sedangkan yang ke Pengadilan Agama cukup banyak (35%).
Responden Pedagang yang menyatakan ke Pemangku Adat sebesar (77%) dan
menyatakan ke Pengadilan Agama (23%). Dari kalangan responden petani(92%)
menyatakan ke Pemangku Adat dan sedikit (8%) yang menyatakan ke Pengadilan
Agama. Sedangkan dari kalangan responden nelayan (95%) memilih ke Pemangku Adat
dalam meyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sedangkan (5%) ke
Pengadilan Agama. Yang cukup mengesankan adalah responden ibu rumah tangga,
karena (100%) dari mereka menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat
menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau. Kalau dibandingkan antar jenis
pekerjaan di kategori Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka
warisan Minangkabau, responden terbesar pada kelompok responden yang bekerja
sebagai ibu rumah tangga, nelayan dan petani. Berikutnya kelompok responden yang
bekerja sebagai pedagang. Sedangkan prosentase terkecil terdapat pada responden yang
bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri.

Di kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di
Pengadilan Agama, sebaliknya prosentase terbesar ada pada kelompok responden yang
bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri. Secara umum dapat dinyatakan bahwa,
prosentase pada kedua kategori ini tiap jenis pekerjaan, jarak penyebarannya cukup
besar. Hal ini menandakan bahwa jenis pekerjaan yang satu dengan yang lain cukup
berbeda dalam perolehan prosentase.

Diihat dari sudut usia sebagaimana halnya dengan pembahasan terhadap tabulasi
variabel pengetahuan pusaka kewarisan Minangkabau, dalam pembahasan ini pun
kelompok interval usia tetap dikelompokkan pada 5 (lima) variasi, yaitu: usianya 20
tahun kebawah, kelompok usia 20-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, kelompok usia
41-50 tahun, dan usia 50 tahun keatas. Hasil penghitungan tiap kelompok usia
perbedaannya hanya terletak pada besarnya prosentase, walaupun selisih antara kategori
usia Kkecil sekali. Prosentase terbanyak ada pada usia 51 tahun ke atas (94%), di
bawahnya dengan selisih kurang (2%) terdapat pada usia 30 tahun ke bawah. Berikutnya
secara berurutan dengan selisih hampir (2%) pula, usia 41-50 tahun (91%) dan mereka
yang berusia 31-40 tahun mencapai (88%). Dari kelima interval usia, tampak bahwa
sebagian besar dari responden dalam kategori tempat untuk penyelesaian sengketa pusaka
kewarisan di Minangkabau memilih Pemangku Adat sebaliknya sebagian kecil dari
mereka memilih Pengadilan Agama.

5. Tabulasi Tentang Alasan Memilih Tempat Menyelesaikan Sengketa Pusaka
Warisan Minagkabau

Melihat tabel 15 dan 17 secara umum dapat dinyatakan bahwa responden di
Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis mengenai alasan memilih tempat
menyelesaikan sengketa pusaka warisan minagkabau, sebagai berikut:
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Tabel 15
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau
di Pemangku Adat Tahun 2017 (N=94)

Variabel F %
Keputusannya bisa di terima semua pihak 62 66%
Sudah menjadi adat istiadat 26 28%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya 4 4%
Tidk memerlukan biaya banyak/besar 2 2%
Jumlah 94 100%

Alasan masyarakat Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis memilih Pemangku
Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sebagian
besar karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa
(66%), dan sudah menjadi adat istiadat (28%), dan lebih cepat menyelesaikan
permasalahannya (4%), serta tidak memelukan biaya yang besar (2%).

Tabel 17
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau
di Pengadilan Agama Tahun 2017 (N=6)

Variabel F %
Mempunyai ketetapan hukum 4 67%
Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada 1 17%
hukum adat
Keputusannya bisa di terima semua pihak 1 17%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya 0 0%
Jumlah 6 100%

Sedangkan alasan mereka yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka
warisan Minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum (%),
Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat (%), dan Keputusannya
bisa di terima semua pihak (%0).

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap data lapangan, maka diperoleh

beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman termasuk kategori
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan minangkabau.

2. Sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan,
maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan minangkabau berada
di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan ke Pengadilan Agama.

3. Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat
Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten
Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat karena keputusan di Pemangku
Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa. Sedangkan alasan yang memiih
tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau di Pengadilan Agama
karena mempunyai ketetapan hukum.
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gelar)
2 | Jenis Kelamin Laki - laki
3 | Jabatan Fungsional Asisten Ahli
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya 205030322
5 | NIDN 0317047602
6 | Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 17 April 1976
7 | E-mail erwan.baharudin@esaunggul.ac.id
8 | Nomor Telepon/HP 085880158479
9 | Alamat Kantor Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta

11510

10 | Nomor Telepon/Faks

021-5674223 ext. 266

11 | Lulusan yang Telah

Dihasilkan

12 | Mata Kuliah yang Diampu

Antropologi

Bahasa Indonesia

B.  Riwayat Pendidikan

S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi Universitas Universitas Indonesia
Muhammadiyah
Jakarta
Bidang lImu Administrasi Negara | Antropologi
Tahun Masuk-Lulus 1997-2000 2012-2014

Judul
Skripsi/Tesis/Disertasi

Pentingnya Fasilitas
Kerja di Dinas
Pekerjaan Umum
Kota Depok

Berkerabat dengan Reptil:
Makna Baru Kekerabatan
dalam Keluarga Pecinta
Reptil

Nama
Pembimbing/Promotor

Dr. Retnowati, M.Si

Dr. Semiarto Aji Purwanto,
MA

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun

Judul Penelitian

Pendanaan

Sumber*

Jml (Juta Rp)

1 2014

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun

Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pendanaan

Sumber*

Jml (Juta Rp)
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E. Publikasi Artikel lImiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel llmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun

1 | Konstruksi Pengetahuan tentang | Forum IImiah Vol. 11 Nomor 3, September
Reptil di Komunitas DeRIC 2014
(Depok Reptile Amphibi
Community)

2 | "Konstruksi Identitas Komunitas | Forum IImiah | Vol. 10 No. 3, September 2013
DeRIC (Depok Reptile Amphibi
Community) Secara Online

3 | "Kepercayaan Medis Forum Illmiah Vol. 10 No. 2, Mei 2013

Masyarakat Desa

Bando Kecamatan Sukamaju
Tangerang terhadap Sistem
Pengobatan pada Kasus Gigitan
Ular

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No

Nama Pertemuan
IImiah/Seminar

Judul Artikel
IImiah

Waktu dan Tempat

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah Penerbit
Halaman

H. Perolehan HKI Dalam Jurnal 5-10 Tahun Terakhir

No. | Judul/Tema HKI | Tahun Jenis Nomor P/ID

Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam
Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.

Judul/Tema/Jenis
Rekayasa Sosial
Lainnya yang
Telah Diterapkan

Tahun

Tempat
Penerapan

Respon Masyarakat
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J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau institusi lainnya)

No | Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun
Penghargaan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata  dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya
buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah
Bersaing.

: .
Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si
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